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Abstrak

Implementasi Pengawasan Perizinan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Jambi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan pengedaran
Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui Implementasi Pengawasan Perizinan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota
Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10,
Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 22. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Dokumentasi, dan
Wawancara Mendalam. Fokus pada penelitian ini mengenai tingkat kepatuhan, kelancaran
rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang di harapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa peran kepada birokrasi terkait telah menerapkan aturan-aturan larangan penjualan
minuman beralkohol di tempat umum, menerapkan syarat-syarat formil yang wajib dipenuhi oleh
pelaku usaha minuman beralkohol dan ketentuan-ketentuan untuk perizinan penjualan minuman
beralkohol, sebagai pemilik atau pelaku usaha minuman beralkohol bahwa setiap izin sudah mulai
melakukan pelaporan atas hasil penjualan, hasil inspeksi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan
dan Perindustrian yang telah dilakukan yakni, terhadap beredarnya penjualan minuman
beralkohol di wilayah yang jelas-jelas telah dilarang di area umum, serta kewenangan daerah
untuk menegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 berupa sanksi menutup tempat
penjualan minuman beralkohol karena melakukan pelanggaran. Dampak dari implementasi ini
pengawasan perizinan terhadap penjaulan minuman beralkohol dapat dikontrol secara berkala.
Kata Kunci: Implementasi Pengawasan Perizinan, Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol
di Tempat Umum, Dinas Perdaganagn dan Perindustrian Kota Jambi

Pendahuluan

Penjualan minuman beralkohol sangat meresahkan Masyarakat, masih ada
penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat terlarang atau di kawasan permukiman
Masyarakat. Bahwasanya pengawasan merupakan sumber indikator keberhasilan
dan/atau kegagalan dalam terlaksananya sebuah peranan, fungsi, bahkan kewenangan
Pemerintah dalam rangka menjaga ketertiban umum. Yang mana pengawasan disini ialah
dikhususkan tentang pengawasan perizinan sebuah usaha yang tidak menciptakan
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kegaduhan serta kerugian oleh masyarakat (public). diduga masih ada penjualan
minuman beralkohol di tempat-tempat terlarang atau di kawasan pemukiman masyarakat
seperti di kedai (cafe), yang mana tempat tersebut kerap dikunjungi oleh anak remaja.
Ironisnya, selama ini kegiatan penjualan minuman beralkohol di kedai (cafe) tersebut,
tidak terditeksi (diketahui) oleh pemerintah.

Pemerintah harus peka atas keberagaman sikap dan penerima masyarakat Indonesia
terhadap minuman beralkohol inilah yang menjadi dasar bagi beberapa pemerintah daerah
kota Jambi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang
Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum yang
secara tegas melarang beredarnya minuman beralkohol di wilayah- wilayah yang tertuang
di dalam peraturan daerah yang sifatnya hanya memang mengendalikan peredaran
minuman beralkohol dan lain sebagainya.

Bahwa saat ini pengaturan mengenai minuman berakohol telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan pada
tingkat peraturan daerah. Untuk ditingkat undang-undang atau peraturan pemerintah
Terhadap pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik
yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman atau pangan olahan” antara lain dalam
undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 dan 112 dan undang-
undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 86, 89, 90, 91, 97, dan 104 dan
peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan serta
keputusan presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman
beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan
Minuman Beralkohol dan hingga Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan beberapa
fatwa yang berkaitan dengan minuman beralkohol, di antaranya Fatwa MUI Nomor 11
Tahun 2009 yang memutuskan bahwa meminum minuman beralkohol adalah haram.

Semestinya dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha, pemerintahan
pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, secara eksplisit
memberikan amanat langsung kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di daerah
Kabupaten/Kota untuk memberikan kewenangan rekomendasi penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) melalui Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian
Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Lebih lanjut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi diberikan pula
wewenang dalam hal pengawasan, seperti tertera pada Pasal 20 ayat (2) (Pemerintah Kota
jambi 2010, 4) yang mengisyaratkan untuk melakukan penertiban dan razia terhadap
penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi. Namun pada kenyataannya pengawasan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang diamanatkan tersebut di atas tidak sesuai
sebagaimana mestinya, terbukti dengan beredarnya penjualan minuman beralkohol di
wilayah yang jelas-jelas telah dilarang di area umum Kota Jambi, termasuk kategori
tempat umum, karena berada di dekat tempat ibadah, sekolah dan pemukiman warga.
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Metode

Dalam penelitian, istilah "empiris" merujuk pada pendekatan yang menekankan
pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung penulis, observasi, dan fakta
konkret. Secara umum, pendekatan empiris digunakan untuk membangun pengetahuan
yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Penelitian yang dimaksud dalam
penulisan ini guna mencari penyelesaian masalah (problem solving) dari isu
permasalahan yang berkembang dan dihadapi pada masa ini. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian yakni peneliti akan melakukan penelitian langsung ke
lapangan secara komprehensif. observasi, wawancara, studi dokumen, penelitian hukum
yang menempatkan diri sebagai pengamat.

Hasil dan Pembahasan
Pengawasan Perizinan Usaha Penjual Minuman Beralkohol

Perlunya adanya kontrol dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol agar
penjualan minuman beralkohol tidak dilakukan di sembarang tempat tetapi di jual hanya
di tempat-tempat tertentu saja dan harus dikendalikan melalui perizinan, dalam rangka
pengawasan itulah maka lahir ketentuan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun
2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Tempat
Umum. Namun kenyataannya masih terdapat penjualan minuman beralkohol yang
notabenenya berada di kawasan tempat umum.

Bahwa Penulis dapat memformulasikan pendapat atas pernyataan-pernyataan dari
narasumber, yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian: Pertama bersifat massif dalam
memberikan pertanggungjawaban rekomendasi izin; kedua Dinas Perdagangan dan
Perindustrian masih bersikukuh bahwa menjadi pertanggungjawaban bersama antar dinas
terkait, tentang menghadapi permasalahan pada cafe yang menjual minuman beralkohol
di tempat umum, padahal pada kenyataannya peluang besar untuk mendapatkan SIUP
(Surat Izin Usaha Perdagangan) mekanisme pentingnya ialah jika mendapatkan
rekomendasi izin terlebih dahulu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian; ketiga yakni
Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak memberikan evaluasi kerja nyata secara
konkret apabila menghadapai kasus yang serupa dikemudian hari.

Pengawasan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap izin
usaha perdagangan minuman beralkohol, maka analoginya jika dilakukan pengawasan
dengan baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman
beralkohol sangat kecil, sebaiknya jika pengawasan dilakukan kurang baik maka
pelanggaran minuman beralkohol.

Maka secara eksplisit dari ketentuan tersebut terkandung makna bahwa setiap
individu berhak atas jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dalam
kehidupanya. Seperti halnya pemenuhan kebutuhan konsumen harus mendapatkan
jaminan atas beredaranya suatu produk. Termasuk pengawasan atas segala produk
minuman beralkohol yang sangat jelas dapat merusak lingkungan hidup dan kesehatan
masyarakat.
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Disamping itu pula Pemerintah semestinya memberikan pemahaman kepada
masyarakat akan dampak yang ditimbulkan atas pengkonsumsian suatu produk minuman
beralkohol. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin
keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang
diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis)
apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk minuman.

Bila perlu seharusnya Pemerintah mampu meniadakan penjualan minuman
beralkohol ini, karena jelas-jelas sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Namun
tentu penulis rasa tidak akan mampu, karena Pemerintah saat ini lebih dominan untuk
meredam peredarannya saja melalui pengawasan perizinan dibandingkan memberantas
minuman tersebut.

Pengalaman dalam Pengawasan Usaha Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program sering kali terjadi tidak atau belum
berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berlangsung karena adanya kendala-kendala yang
melatar belakanginya baik yang secara langsung disadari ataupun secara tidak langsung
disadari, begitu pula dalam implementasi pengawasan perizinan usaha penjualan
minuman beralkohol di Kota Jambi oleh Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, yang notabenenya belum berjalan
sebagaimana mestinya atau belum berlangsung secara baik dan benar, hal itu juga
dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang meliputinya.

Namun apabila Penulis teliti secara seksama, tetap saja bagi penulis dalam
pengawasan perizinan usaha penjualan minuman beralkohol memiliki kendala yang
signifikan, hal tersebut tentu ada karena pada kenyataannya di lapangan ditemukan
penyimpangan dan/atau pelanggaran dari pelaku usaha. Penulis akan mencoba untuk
mengklasifikasikan kendala tersebut menjadi beberapa faktor yang menjadi hambatan
pada pengawasan perizinan usaha penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi, antara
lain.

Pertama, faktor internal adalah kurang koordinasi terhadap petugas lapangan
dengan data yang disajikan bagi pelaku usaha sehingga efektifitas dalam memproses data
seakan-akan rumit (tidak efektif dan efisien) yang mengakibatkan pelaku usaha tidak
mendapatkan informasi utuh dari Dinas Perdangan dan Perindustrian Kota Jambi
terhadap setiap proses yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga timbul
permasalahan baru bagi pelaku usaha tidak transparan dalam menyampaikan bidang
usaha yang dijalankan. maka dapat disimpulkan minimnya hubungan harmonis di pihak
intern Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar terciptanya birokrasi yang transparan
dan akuntabel.

Kedua, faktor ekternal pihak yang sama-sama bertanggungjawab dalam
memberikan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Jambi,
ternyata tidak memiliki hubungan yang harmonis untuk melakukan pengawasan secara
berkala. Tentu kendala ini menjadi sangat fatal, karena pada hakikatnya pengawasan akan
dapat terlaksana dengan baik apabila seluruh instansi dan masyarakat mampu mengawasi
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peredaran penjualan minuman beralkohol yang jelas sangat meresahkan masyarakat dan
mengancam ketertiban bermasyarakat.

Ketiga, faktor masyarakat tidak dapat dipungkiri atas keapatisan masyarakat
mampu membuat pelaku usaha berani bahkan dengan sengaja menjual minuman
beralkohol di kawasan umum, yang notabenenya dilarang oleh regulasi atau Perda Kota
Jambi No. 7 Tahun 2010, karena berdampak bahaya untuk kesehatan dan lingkungan
sekitar. Tentunya penulis memiliki harapan besar untuk kedepannya masyarakat lebih
aktif dan lebih kritis terhadap permasalahan ini, sehingga bagi mereka pelaku usaha yang
ingin mencoba melakukan kegiatan ini kedepannya dapat diurungkan niatnya untuk
menjual minuman haram tersebut.

Keempat, faktor ekonomi sebenarnya faktor ekonomi tidak begitu realistis untuk
menjadi kendala dalam topik pembahasan ini, karena analoginya setiap pelaku usaha yang
memiliki usaha penjualan minuman beralkohol dapat dikategorikan pelaku usaha kelas
menengah ke atas, karena berdasarkan regulasi minuman beralkohol hanya diperbolehkan
berada di pub, dan hotel berbintang. Akan tetapi tetap penulis perhitungkan karena pelaku
usaha tersebut memiliki karyawan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
maka kembali lagi faktor ekonomi turut menjadikan terminologi kendala-kendala dalam
meredam peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi.

Penutup

Perizinan usaha merupakan bagian dari kewenangan pemerintah untuk mencapai
pembangunan ekonomi yang adil untuk kemajuan masyarakat dan setiap daerahnya.
Kemudian semestinya pula untuk mendapatkan perizinan usaha sebagaimana yang telah
penulis paparkan di atas dari pelbagai pendapat para ahli, senyatanya di lapangan harus
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan teori para ahli demi mewujudkan
win-win solution antara Pemerintah dan pelaku usaha. Maka apabila pemahaman
pengawasan ini dapat diterapkan secara maksimal, tentunya penyimpangan-
penyimpangan dan/atau pelanggaran tidak akan ditemukan dilapangan. Bagi penulis, hal
ini perlu dipertegas karena imagologi Pemerintah dipertaruhkan disini, akankah efektif
atau sebaliknya, begitu pula dengan animo masyarakat yang mengharapkan perbaikan
yakni untuk kesejahteraan sosial untuk setiap masyarakat.

Dengan begitu sudah tentu dipastikan bahwa minuman beralkohol sangat tidak baik
untuk kesehatan dan mampu berdampak buruk terhadap kehidupan. Namun yang penulis
bingungkan, kenapa Negara dalam hal ini ialah Pemerintah Pusat tetap ingin
mengendalikan  peredaran  minuman  alkohol ini  dengan alasan demi
mewujudkanperkembangan ekonomi yang baik, tentunya bagi penulis hal tersebut tidak
sebanding dengan kerugian yang dialami oleh siapapun yang meminum minuman haram
ini. Permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi, yang senyatanya masih
kerap beredar di tempat-tempat yang tidak pada semestinya, bahkan dilemanya
permasalahan ini masih minim penyelesaian masalahnya (problem solving), sehingga
dapat memicu konflik sosial di tengah masyarakat beragama dan beradab, serta mampu
menciptakan paradigma yang negatif oleh masyarakat, salah satunya ialah
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ketidakpercayaan kepada Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga
tuntas. Padahal pada hakikatnya, Pemerintah Kota Jambi telah berupaya dengan pelbagai
kinerjanya secara optimal, misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di
Tempat Umum. Maka Penulis juga menyimpulkan terhadap PERDA tersebut sudah tidak
relevan dipakai menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah dalam proses penerbitan izin.
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